PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS TENAGA KERjA DAN TRANSMIGRASI

jl. Majapahit Nomor 29-30 Telp./ Fax(03701632012 MATARAM

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR : 569/ /INAKERTRANS

TENTANG

Tim Pelaksana Pelayanan Publik
Pada UPTD Balai Latihan Masyarakat dan Transmigrasi
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat
Kepala Dinas Tenaga Keria dan Transmigrasi Provinsi NTB

Menimbang - a.  bahwa dalam rangka memingkatkan kualitas pelayanan publik pada

‘ UPTD Balai Laiihan Masyarakat dan Transmigrasi Provinsi Nusa
Tenggara Barat perlu dibentuk Tim Pelaksana Pelayanan Publik pada
UPTD Balai Latihan Masyarakat dan Transmigrasi Provinsi Nusa
Tenggara Barat
b, bahwa wuntuk pembentukan Tim Pelaksana Pelayanan Publik
dimaksud pada huimf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat.
¢ bahwa nama-nama vang tercantum dalam lampiran keputusar ini
dianggap mampu melaksanakan kegiatan dimaksud.

Mengingat - 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
>. Undang-Undang No. € Tehun 2014 tentang Desa
4 Undang-Urndang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan

Pelayanan Publik
‘ 6. Peraturar Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Urdang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
sebagzaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia ivomor 47 Tahun 2015;

P an Cresiden "'1 Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Kementerian
wangunar Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi
‘9‘ i \ omar L6

! tanun 2012 Tentang Penetapan Petunjuk
cknis Penyusunan, Penstapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
an Mentern Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
migrasi R Momor 6 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata
Ja Kementerian esa, Pembangunan Daerah tertinggal dan
ﬂsmagrast
10 Peraturan Menferi Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrast RI Nomor & Tahun 2016 tentang Pelatihan Masyarakat;




Memperhatikan

Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

11 Keputusan Menpan Nomor : 26 /KEP/M.PAN/2/2004 Tentang
Petunjuk  Teknis Transparansi dan  Akuntabilitas dalan
penyeienggaraan Pelayanan Publik;

12. Peraturan Gubernur NTB Nomor 34 Tahun 2013 Tentang

Penyelengaaraan Pelavanan Pubiik

Peraturan Gubernai NTB - Nomor 53 Tahun 2016 tentang

Pembentvkan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi

serta Tala Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas-Dinas

crah dun Unit Pelalsana Teknis Badan pada Badan-Badan Daerah

Provinsi Nusa Tenggara Sarat

Sekretaris Daeich ‘omor : 060/162/0RG TGL 13 April 2017
itan Komponen Standar pelayanan Publik

MEMUTUSY AN

.
I

m Pelaksana Pelayanan Publik pada UPTD Balai Latihan Masyarakat
dan  Transmigrast ['ovinsi Nusa Tenggara Barat dengan susunan
sebagarmana tercantlm pans lamnpiran keputusan ini;
Tugas T.m Pelaksanza Pelavanan Publik terdiri :
Memberikan pelayanan pelatihan kepada masyarakat/para pihak yang
m: mbutuhkan secare baik sesuai panduan pelaksanaan pelayanan/
Standar Cperasional Fresedur yang telah ditetapkan
2. Memenuli sarara prasarana dan hal lain yang diperlukan agar

pelaksanaan pelayanin pelatihan dapat terlaksana dengan baik dan
memuaskan.

g
st

diberikan melain pengukuran indek kepuasan pengguna layanan,
Segala biaya yaug timbul sebagai akibat diterbitkan Keputusan ini di
bebankan paca DPA UPTD Dalai Latihan Masyarakat dan Transmigrasi
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Keputusan n1 mulai ceriaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan

apabila dikemudian hari tercapat kekeliruan akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya

Melaksanakan evaluasi terhadap pelayanan pelatihan yang telah

DITETAPKAN DI MATARAM
PADA TANGGAL MEI 2017

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Drs.@ IL.DAN -

Pembina Utama Madya
NIP. 19581231 198303 1 340

Tembusan disampaikan epada, Yth

1. Gubernur NTB di — Mataram

2. Ketua DPRD Provinsi 1TB di — Mataram
3. Inspektorat Provir st NTB di - Mataram




Lampiran : Keputusan Kenala Dinas Tenaga lerja Jan Transmigrasi Provins: NTB
Nomor = 569/  /Nakcrtrans
Tentang - Tim Pelaksana Pelayanan Publik Pada UPTD Balai Latihan Masyarakat
dan Transmigrasi Provinst Nusa Tenggara Barat

Jenis Pelayanan : Felotihan Berbasis Kemasyaiakatan dan Berbasis Kompetensi

[ ” . ]

NO NAMA' LIP | aApaTaN | JARAIANDIM |
TIM

1 | Drs. H. Wildan - Kepala Disnakeitrans Pembina
NIP. 19581231 98303134C Provinsi NTB
2 | Drs. H. Mustair,, SS., MM. | Sekretans Disnaketians Pengarah
NIP. 19661231'6900.31133 Provinsi NTB

5 | H. Sudarman, SE Kepala 1PTH Koordinator
NIP. 12600101:98513107: Balaimastrans
| | . T 51 NTB
4 | Dra. Bq. Rahmatullal Kasi Petatihan ‘ Sekretaris ]
NIP. 1961:12311983022247 U-TD srlaimastians |
| Provinsi NTB
5 | H. Hasanuddin, S.IP 1 Kas Anggota
NIP.196112311933051301 | UPTD Balatmastrans
Provingi M T3
6 | M. Hairul Salel.. & S “Kasi Rei, fan | Anggota |
NIP. 196912311904 Svalavasi |

. UPTD Balaimastrans |
‘ 7 | Provinsi NTB |

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigras
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Drs. H. WILDAN
Pembina Utama Madya
NIP. 19581231 198303 1 340




PANDUAN PELAKCANAAN PELAYANAN PUBLIK

FAUVINSI NUSA TENGCARA BARAT
KEGIATAN - Pil ATIHAN BERBASISKEMASYARAKATAN DAN BERBASISKOMPETENSI

Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Menter Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Rl
Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pelatihan Masvaraxat, bahwa untuk melaksanakan ketentuan
pendidikan dan pelatihan di vidang pemberdavazn masyarakat desa, pembangunan daerah
tertinggal, dan transmigr si. periu dlakukan perousunan acuan kebijakan untuk memberikan
arah dan pedoman dalam penyelenggaraan, nenibinaan, serta peniaminan dan pengendalian
mutu Pelatihan Kemasyarakatan dan Pelatthan Teknis

Agar pelaksanaan Pelatihan dapat berjalan dungan tertib | lancar | tranparan sesuai dengan
prinsip tata kelola pen r vang baik (cood  governance) diperlukan adarya panduan

sebagai landacar uan p doman dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat /pihak yang
membutuinkan

Dasar Hukum

1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentenz Pemerintahan Daerah

2) Undang-Undang Nomor S Tahun 2014 temang Aparatur Sipil Negara

3) Undang-Undeng No. 6 Tahun 2014 tentance Desa

4) Undaag-Undang Momor 29 Tahun 2009 tentany Perubahan Atas Undang-Undang Nomer
15 Tahun 1997 tentang Ketransiigrasian
5) Undang-Undang Non

1L

r 25 Tahun 2000 tentarg Penyelenggaraan Pelayanan Publik

6) Peraturan Peierintah Nomor 43 ¢ tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dese sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan

Peraturar. Penerintah Republic Indonesia Nomor 47 Tahun 2015;

7) Peraturar Presiden Ri Nomor 12 Tanan 2017 Tentang Kementerian Desa, Pembangunan
Daerah Tertinzgal Jan T

8) Permenpan

B YO
hun 201

b

gTas

ntanc Jene

enefapan Petunjulk Teknis Penyusunan,

Penetapan dan Pencra; Pelawa
9) Peraturar Men meuran cacral Tertinggal dan Transmigrast RT Nomor 6
Tahur 2016 (e dan fata <eije Kementerian Desa, Pembangunan Daerah

tertinggal dan 1ras
10} Peraturan Me vier: Desa, P
Tahun 2016 tontang P

1) Keputusan MNfenpan 26 KR M PAN/2/2004  Tentang Petunjuk Teknis
Transparansi dan Ak itas dalan neavalenggaraan Pelayanan Publik;

12) Peraturan Cubernur ™75 Nomor 3« Tanun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan
r) '}_
Publi®:

cran Tertinggal dan Transmigrasi RI1 Nomor 9

7

1 Masvarakat:

13) Peraturan Gubernur NTR
Susunan Orgzmisas.. Tu
Dinas-Dinas Dacre

Nomor 53 Tohur 2016 tentang Pembentukan, Kedudukan,
s dan Fungsi S=ta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada
ah dan tUnit Pelaksara Tcknis Badan pada Badan-Badan Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Barat

Visi, Misi, Motto
a. Visi:

“Terwujudnya kapasita dan kualitas masyarakat menuju kemandirian yang beriman,
berbudaya dan berdava sairg”

b. Misi :

1) Meningkaikan pengetahuan, ketramrilan dan sikap serta perilaku masyarakat

2) Meningkatkan produkivitas dan daya saing wnasyarakat

3) Menciptakan sumberdaya manusia terlatih sabaga: penggerak keswadayaan masyarakat
c. Motto -

“Disiplin, Mandiri dan Beriniegritas™.




Makiumet

Dengan int kami ~anggup menvelesaikar program pelatihan sesuai dengan standar pelayanan
yang ditetapkan ¢»n apabila tidak memernuhi jau kami sian dikenakan sanksi.

Tujuan
Pelatihan Masyarakat dan P :latthan Teknis diselenugarakan untuk meningkatkan kapasitas dan

kualitas masyarakat sebacai wu,ad pemenutan har masyarakat dalam rangka pemberdayaan
masyarakat menuju kemancirian dan kesej~hteraan.

Persyaratan

Dalam rangka pelihsanaan pelatthan di UPTD Balatmastrans Provinsi NTB persyaratan yang
harus dipenini, antara lain

Svarat Umuni ik Pelatihan Teknis .

1) Usia Produktir (Laki/Perempuan) Berdomisili ietap di desa bersangkutan
2) Memiliki K11’ Desa setempat

3) Sehat jasmani dan rohani

4) Dapat membeaca dan menulis

5) Dapat berkorunikasi dengan baik

6) Tidak menjadi Pimpinan Portai Politik

7) Tidak menjavat sebagai Pendamping Desa/Perangkat Desa

8) Tidak secang menjalani Hukuman

9) Sanggup mengikuti | elatihan dari awal nmirngen selesai

10) Bersedia menerapkan . menyebariuaskan serta memotivasi masyarakat

Syarct Khusus uniuk Pelaiihan Kemasyarakatc.) (kMDD - BUMDes) :
1) Pendidikan minimal SMA diitamakan Sarjana (S1)

2) Usia maksimal 35 tahun

3) Jujur, bertanggungjawab dan bersedia bekerja sccara sukarela

4) Memiliki semangat can motivasi vang vingai

5) Bukan Kepala Desa atau Perangkat Desa maupun suami/Istr

6) Bukan anggota 3PD maupun suami/isuri

Waktu dan Tem pat Peiatihan

Pelatthan Kemasyarakatan dan Pelatthan Tekois dilaksanakan pada hari keria dan hari libur
dengan ketentuan -

lam o 08.00-16.00 WITA

Tempat Pelatihan

Kantor UPTD Bclai Latthan Masyarakat daa transmigrasi Provinsi NTB

Jalan Mahoni N¢ 3 Karang Kelok - Mataram

Prosedur /Tahap.in Velatihan

a. Panitia Pen elengeara
pemboritahusn pe
PMD Kubupaten
tembusan masing-n asing K

b. Kepela Desa neng
Tenaga Ke

¢c. Dinas PMIL
mengirimkan usular ¢ pererta kep:

d. UPTD Balatmastrans Provinsi NTD
pelatihan

e. [im Pen‘ajaga

g S L
(e Lalaimastra

ms  Provinst  NTB) mengirim  surat

i van pelaksanaan pelatihan kepada Dinas

Tenaza ¥e: dur Transmigrasi Kabupaten/Kota dengan
:pala Desa vare bersangkutan

n pescifa peluohan kepada Dinas PMD Kabupaten / Dinas

IdSH Kabupaieiy

(81 Caly™l DaEsert

a dan |

Lel.

+ «erja dan Transmigrasi Kabupaten/ Kota
1) Balatmastrans Provinsi NTB

mciakikan pendaftaran dan seleksi calon peserta

aten Dinas Tenagd

~nlAn
L]

Lo

i 1 menetapkan _alon peserta terseleksi sebagai peserta pelatihan
dengan data 'engkap peserta

f.  Kepala UPT'. Ba'aumastrans Provinsi NT3

menetapkan peserta melalui SK Kepala UPTD
Balatmastraic Provinsi NTB




10.

11.

12,

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigras.

g. UPTD Balatmastrans Provinst NTB melakiisan pemanggilan peserta pelatihan yang
dilengkapi surat tugas dart Kepaia Desa

h. Pelaksanaan Pelaiih.n Kemasvaranaia. / Ddatinin Teknis di Kantor UPTD Balatmastrans
Proviust NTH

i.  Peseita vang telal. mengikul pe'atiban herhak mendapatkan sertifikat pelatihan dan
bantuon pasce

j.  Pengembalian peser a pelatihan kepad: Kerit Desa masing-masing

k. Pendampinga. pesc ta yang i :laf
NTB melalui Vv

—
P
7

-1:+1"nan oleh UPTD Balatmastrans Provinsi

Biaya

Untuk pelasaksanaan Seleksi dan Pelatihan di CFTD Balatmastrans Provinsi NTB tidak
dipungut biava

Lama Peiatihan
Lama peleksanaa - pelatihan U'PTD Bulat.nastriis Frovinst NTB adalah :
a. Pelatihan Ker asyar.ikat makstnal 6 nan

b. Pelatihan Te nis mak.;:mal 10 havi

Dasar lama pelaksanaan pe
Desa PDT dau Transmigrasi

A~ N

todul Pelatithan dart Balilatfo Kementerian

Personalia Peiaksana
Personalia pelaksana polavar
1ansm

an  kegiatan Sclcks
i Provirst NTD i

dan Pelatihan pada UPTD Balai Latihan
Masyarakat dan Tia ctankan dengan Keputusan Kepala Dinas

Tenaga Keriu dan Transn st Provinsi NTE Nomor : 569/ /Nakertrans tanggal Mei
2017 dengan susunan se Dd\de mana tesampir

Penutup

Demikian pardua;: pelaksanaan pelayanan  Selcks' dan Pelatihan pada UPTD Balai Latihan
Masyarakat dan Transmigrasi Provinsi ~7TB  Jdisusun sebagai pedoman / acuan dalam
memberikan pelavanan kepada masvarakat vang membutuhkan.

Mataram, Mei 2017

Mengetahui :
Kepala UPTD Balai Latihan Masyarakat
dan Transmigrasi Provinsi NTB
selaku Koordinator Pelaksana Pelayanan

Provinsi Nusa Tenggara Barat

/“w# S
Drs. TL ‘Vr}'[ DAN -~
Pembina Utama Nadva
NIP. 1958121 198303 1 340

H. SUDARMAN, SE
Pembina Tk 1
NIP. 196001010 198503 1 075




